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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak
hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Bantul pada periode 2018-2024. Pajak hotel dan restoran
merupakan salah satu sumber pendapatan potensial yang dikelola oleh Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten
Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif
dengan menggunakan data primer berupa wawancara dari pihak BPKPAD
Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa
dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari BPKPAD
Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas
penerimaan pajak hotel dan restoran secara umum berada pada kategori sangat
efektif, meskipun sempat mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-
19. Meskipun demikian, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan adanya
kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta pemungutan pajak,
sekaligus memperkuat kesadaran para wajib pajak. Temuan ini diharapkan dapat
menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan
yang lebih adaptif dan tepat guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah

secara berkelanjutan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap daerah

untuk menjalankan otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menjelaskan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Di dalam otonomi daerah terdapat tiga asas yang menjelaskan
wewenang pemerintah daerah yaitu : asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan. Di dalam asas desentralisasi, terdapat desentralisasi fiskal yang
menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan sumber
daya daerah masing - masing agar dapat menjadi sumber penerimaan daerah.
Sumber penerimaan daerah ini bermacam — macam salah satunya Pendapatan Asli
Daerah ( PAD ) (Nadir, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam
struktur keuangan daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak
dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
PAD berfungsi sumber dana bagi pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan
pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat, mendorong pembangunan ekonomi
daerah, dan membiayai program sosial dan kesejahteraan. Menurut Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah mencakup beberapa
aspek penting yaitu : menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan, melaksanaan urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah secara bersamaan, dan melaksanaan urusan pemerintahan
umum.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
PAD bukan hanya menjadi sumber pemasukan bagi daerah, tetapi juga menjadi
bentuk nyata dari prinsip desentralisasi atau pembagian wewenang antara pusat
dan daerah. Dengan adanya PAD, pemerintah daerah punya hak dan tanggung
jawab untuk membiayai kebutuhan serta kegiatan pembangunan sesuai

kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah masing- masing (Asgar, 2018).
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Oleh karena itu, setiap daerah memiliki potensi sumber penerimaan PAD
yang berbeda berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya kondisi geografis,
historis, politik, administrasi, dan sosial - budaya. Dalam meningkatkan PAD,
pemerintah daerah harus dapat mencari sumber- sumber yang berpotensi
menghasilkan pendapatan di daerahnya. Sumber-sumber ini nantinya akan
dikenakan pajak dan dipungut untuk menambah pendapatan daerah khususnya
PAD. Jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah yang potensial dalam
meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Kedua
pajak ini mampu menghasilkan pendapatan bagi kas daerah dan kontribusi yang
diberikan dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah. (Salawali dkk., 2019)

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dalam bidang
pariwisata dan kuliner adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY menjadi
destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. DIY mempunyai
banyak istilah nama dari masyarakat Indonesia, disebut sebagai Kota Pelajar
karena menjadi tempat menimba ilmu dari berbagai penjuru negeri, dikenal sebagai
Kota Gudeg karena kuliner khasnya yang legendaris, dan dikenal sebagai Kota
Istimewa karena memiliki sistem pemerintahannya yang masih mempertahankan
tradisi Kerajaan. Selain nilai sejarah dan budayanya yang kuat, Daerah Istimewa
Yogyakarta juga terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kotamadya, yang
masing-masing punya keunikan dan potensi wisata yang beragam.

Setiap wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki daya tarik
tersendiri, mulai dari keindahan alam, kekayaan kuliner, hingga warisan budaya
yang masih lestari. Di Kabupaten Sleman, wisatawan dapat menyaksikan
kemegahan Gunung Merapi, menjelajahi kawasan Kaliurang, atau mengagumi
keindahan Candi Prambanan. Sementara itu, Kulon Progo menawarkan suasana
asri dan udara sejuk melalui destinasi seperti Kalibiru dan Kebun Teh Nglinggo.
Gunung Kidul terkenal dengan panorama pantainya yang memukau, seperti Pantai
Indrayanti dan Pantai Timang. Adapun Kota Yogyakarta menyuguhkan wisata
sejarah dan edukatif seperti Keraton Yogyakarta, Malioboro, dan Taman Sari,
serta kuliner khas yang menggugah selera seperti gudeg dan bakpia.

Namun dari berbagai tempat wisata yang ada di wilayah DIY, Kabupaten

Bantul termasuk salah satu daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak
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di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data dari Dinas Pariwisata DIY dalam
beberapa tahun terakhir menunjukkan trend bahwa Bantul selalu menjadi tiga
besar penyumbang wisatawan terbanyak, baik domestik maupun mancanegara
mencapai 2.373.156 pengunjung. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Bantul
memiliki keunikan tempat wisata yang berbeda dengan daerah lainnya.

Keunikan dari Kabupaten Bantul ialah memiliki kekayaan geografis yang
beragam mulai dari keindahan laut, gumuk pasir, dan perbukitannya. Selain itu,
Kabupaten Bantul memiliki daerah pengrajin tanah liat, kerajinan kipas, dan
berbagai kerajinan tangan yang jarang wisatawan dapatkan di daerah lain. Selain
itu, Bantul mempunyai makanan yang khas yang cukup beragam dan
pembuatannya masih menggunakan alat tradisional dan menggunakan tenaga
hewan seperti bakmi pentil. Dengan itu, pengunjung bisa menyaksikan pembuatan
makanan tersebut secara langsung. Dari keunikan tersebut menjadikan daya tarik
para wisatawan luar atau dalam negeri untuk mengunjungi wisata alam dan
menikmati kuliner yang ada di Kabupaten Bantul.

Menurut Dinas Pariwisata Bantul tercatat tujuh objek wisata dengan
pengunjung terbanyak selama tahun 2024. Tujuh objek wisata tersebut ialah Pantai
Parangtritis, Pantai Samas, Goa Cemara, Pantai Pandansimo,Pantai Kuwaru, Goa
Selarong, dan Goa Cerme. Ketujuh objek tersebut memiliki keindahan laut, gumuk
pasir, keasrian goa, air terjun yang memanjakan wisatawan. Selain wisata alam,
Kabupaten Bantul memiliki Desa Kasongan, Tembi, Wukirsari, Jipangan, dan
Jagalan sebagai wisata kerajinan tangan yang menjadikan edukasi bagi para
pengunjung. Dan di daerah pleret, dlingo, dan srandakan yang terkenal sebagai
daerah kuliner khas Kabupaten Bantul yang pembuatannya masih menggunakan
alat tradisional dan tenaga hewan. Dengan ini, pengunjung dapat menyaksikan
dan membuat langsung kerajinan dan pembuatan makanan khas Kabupaten
Bantul.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara
langsung mempengaruh tingginya kebutuhan terhadap sarana pendukung
pariwisata, khususnya dalam hal akomodasi dan konsumsi di Kabupaten Bantul.
Para wisatawan, baik yang bepergian secara perorangan maupun berkelompok
tentunya memerlukan tempat menginap yang nyaman dan mudah dijangkau. Hal
ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap fasilitas penginapan,

sehingga mendorong para pelaku industri dan investor untuk memperluas maupun
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membangun usaha perhotelan di wilayah Bantul. Disisi lain, kebutuhan akan
pelayanan makanan dan minuman juga menunjukan peningkatan. Wisatawan
cenderung ingin menikmati berbagai hidangan lokal maupun internasional selama
kunjungan mereka, sehingga keberadaan restoran, warung makan, dan tempat
kuliner lainnya menjadi semakin meningkat. Situasi ini membuka peluang besar
bagi pertumbuhan usaha di sektor kuliner dan memberikan kontribusi signifikan
terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bantul.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah hotel dan restoran di
Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat terdapat
3 hotel berbintang lima dan 382 hotel non bintang pada tahun 2024. Selain itu,
tercatat 341 restoran pada tahun 2024. Hal ini berkaitan erat dengan
perkembangan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bantul dan juga kebijakan
pemerintah yang memperbolehkan untuk berwisata setelah pandemi covid — 19
mereda di berbagai daerah. Peningkatan jumlah fasilitas akomodasi dan tempat
makan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul semakin diminati sebagai
destinasi wisata, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan juga peran
aktif pemerintah daerah dalam promosi wisata, pengembangan infrastruktur, serta
dukungan terhadap pelaku usaha pariwisata turut mempercepat pertumbuhan
sektor ini.

Maka dari itu, pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sumber
pendapatan penting bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bantul. Jika
sumber pendapatan pajak hotel dan restoran dikelola dengan efektif dan optimal,
maka dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Bantul. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka
tingkat pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bantul semakin baik. Oleh
karena itu, perlunya menganalisis efektivitas pajak untuk mengetahui seberapa
baik proses pemungutan pajak dan melihat seberapa besar usaha pemerintah
daerah dalam mencapai realisasi pajak sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan. Evaluasi ini memberikan penilaian apakah pemerintah berhasil atau
gagal dalam memenubhi target anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, perlunya
dilakukan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar pajak hotel dan
restoran berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan
untuk pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat Kabupaten Bantul.

(Juwita & Hidayatulloh, 2024) mengatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak
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hotel dan restoran selama tahun 2019 —2021 di Kabupaten Bantul secara keseluruhan dalam
kriteria sangat efektif. Kriteria efektivitas pada pajak hotel dan pajak restoran selama
masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2021 disebabkan oleh metode
perhitungan efektivitas yang membandingkan antara target dan realisasi. Target
pajak tersebut mengalami penyesuaian (revisi) di akhir periode setelah dilakukan
evaluasi yang menunjukkan bahwa kinerja kedua sektor tersebut mengalami
penurunan. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah selama tahun 2019-
2021 secara keseluruhan dalam kriteria sangat berkontribusi. Namun, kontribusi
pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam
kriteria tidak berkontribusi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah
menerapkan beberapa kebijakan yang berdampak pada penurunan penerimaan
pajak.

Penelitian selanjutnya oleh (Fadlulloh, 2020) menunjukkan bahwa
efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 -2019
juga tergolong sangat efektif, karena pemerintah daerah aktif dalam pemungutan
pajak. Meskipun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran pada periode
tersebut dinilai sangat kurang efektif atau terus mengalami fluktuasi yang
disebabkan oleh penagihan pajak yang tidak maksimal. Berdasarkan penelitian
(Septiawan Panji, 2021) efektivitas pajak hotel, pajak restoran di Kabupaten
Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 memenuhi kriteria sangat efektif.
Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun tersebut secara
keseluruhan sangat berkontribusi. Hal tersebut dikarenakan dikarenakan tingkat
jumlah wajib pajak baru yang ada di Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian (Bannelimbong, 2022) di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak
restoran berada dalam kategori yang kurang efektif. Sedangkan tingkat efektivitas
pajak hotel tidak efektif karena realisasi penerimaan yang menurun dan target
pajak yang naik dari tahun 2019. Kurangnya efektivitasnya pajak restoran dan
hotel ini dikarenakan pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk menjauhi
kerumunan, pembatasan sosial, penurunan jumlah konsumen, dan penutupan
beberapa restoran secara sementara atau permanen. Selain itu, pandemi covid — 19
secara signifikan mengganggu aktivitas ekonomi yang menyebabkan penerimaan
pajak restoran dan hotel menjadi tidak efektif. Jika pajak restoran dan pajak hotel

kurang efektif dalam pelaksanaannya, maka kontribusinya terhadap Pendapatan
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Asli Daerah (PAD) akan menurun atau tidak optimal.

Berdasarkan penelitian (Sekar Ningrum, 2024) secara keseluruhan
efektivitas pajak restoran di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019-2023 berada
pada kategori sangat efektif. Namun, tingkat efektivitas tersebut menunjukkan
tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan penurunan target
pajak restoran oleh pemerintah pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi
perekonomian yang sangat lemah akibat pandemi. Tingkat kontribusi pajak
restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya atau dapat dikatakan bahwa
pajak restoran berpotensi memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fitriano & Ferina, 2021) di Kota
Bengkulu, ditemukan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak
restoran selama periode 2015 hingga 2018 menunjukan kriteria penilaian cukup
efektif. Namun, pajak restoran yang dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu ini
belum bisa mencapai kategori sangat efektif yaitu realisasi pajak restoran
mencapai nilai 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas
pajak hotel di Kota Bengkulu periode tahun 2015-2018 kurang efektif atau belum
maksimal. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Bengkulu kurang selektif dalam
menetapkan target penerimaan pajak restoran dengan melihat sumber- sumber
pendapatannya sehingga realisasi penerimaan pajak restoran nanti benar - benar
bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian (Koyongian, R, & Weku, 2022) berdasarkan tingkat
rata-rata efektivitas pajak hotel pada tahun 2017-2020 di Kabupaten Banggai
dapat dikatakan kurang efektif. Untuk tingkat rata-rata pajak restoran pada tahun
2017-2020 dapat dikatakan efektif. Efektifnya pajak hotel dan restoran tersebut
dikarenakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel dan
restoran dengan terjun langsung ke lapangan untuk menilai apakah laporan wajib
pajak sudah realistis sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Namun,
kurang efektifnya pajak hotel dan restoran dikarenakan pandemi yang terjadi pada
tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan yang signifikan dalam pemungutan
pajak.

(Fitriyani dkk., 2021) menyebutkan tingkat efektivitas pajak restoran dan
pajak hotel di Kota Metro pada tahun 2016 -2020 dalam kategori sangat efektif,
karena rata-rata nilai efektivitas pajak restoran lebih dari 100%. Hal ini

menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah Kota Metro dalam mencapai target
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serta realisasi yang diinginkan dengan sangat baik meskipun pada tahun 2019 dan
tahun 2020 mengalami pandemi covid — 19. Sedangkan, rata-rata kontribusi pajak
hotel dan pajak restoran pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan
sangat kurang memberikan kontribusi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPAD Bantul tentang target dan realisasi
penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bantul selama Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2024, disajikan pada Tabel 1

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Periode Realisasi Pajak Hotel Realisasi Pajak
Restoran
2018 Rp 325.071.153 Rp 2.684.786.408
2019 Rp 341.960.122 Rp 3.137.093.141
2020 Rp 196.963.865 Rp 2.507.214.235
2021 Rp 570.108.108 Rp 647.579.537
2022 Rp 1.304.257.387 Rp 3.867.157.538
2023 Rp 1.545.901.045 Rp 4.135.851.736
2024 Rp 1.169.032.661 Rp 4.622.296.937

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025.

Dilihat dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 dan
2020, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan. Penurunan ini
disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh daerah,
termasuk Kabupaten Bantul. Meskipun pada tahun 2019 terjadi kenaikan pada
realisasi pajak, namun pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan
yang signifikan akibat situasi darurat COVID-19. Namun, mulai tahun 2021 hingga
2024, dalam masa transisi menuju "new normal", penerimaan pajak hotel kembali

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 dan 2020 menunjukan tren
yang sama seperti pajak hotel yaitu mengalami penurunan. Namun pada pajak
restoran pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan
dikarenakan faktor dan kebijakan pada masa transisi “ new normal”. Penurunan
dua tahun tersebut menjadikan trend yang berbeda dengan pajak hotel. Namun di
tahun 2022- 2024 terus mengalami peningkatan penerimaan dikarenakan
pelonggaran kebijakan pemerintah pasca pandemi covid — 19.

Selain fenomena ketimpangan antara efektivitas dan kontribusi pajak hotel
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dan restoran di berbagai daerah, hasil wawancara penulis dengan Ibu Herwina
Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub bidang Penagihan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah di BPKPAD Kabupaten Bantul, turut memperkuat pentingnya
dilakukannya penelitian ini. Dalam wawancara beliau menyampaikan:

"Penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020
disebabkan karena saat itu ada COVID-19. Saat itu, semua kegiatan dibatasi yang
efeknya juga dirasakan semua orang. Aktivitas ekonomi juga menurun drastis,
mobilitas masyarakat dibatasi, dan banyak usaha yang terpaksa tutup sementara.
Banyak pelaku usaha mengalami penurunan omzet yang signifikan, bahkan ada
vang berhenti beroperasi sama sekali. Sehingga efeknya efektivitas pemungutan
pajak menurun dan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) menjadi tidak optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bantul
melakukan perubahan kebijakan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 34
Tahun 2020, kamu bisa cari di google bahwa peraturan tersebut menjelaskan
bahwa untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa tanggap
darurat mendapatkan pengurangan"

"Sebenarnya juga terdapat faktor lain yaitu kurangnya kesadaran wajib
pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan juga kurangnya kegiatan sosialisasi
terkait pajak daerah," jelas beliau.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh
mana efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul dalam
periode sebelum, saat, dan setelah pandemi, serta untuk memberikan masukan bagi
pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih adaptif dalam pengelolaan

pajak daerah.
B. Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka cakupan pembahasan tugas akhir adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel yang dipungut dan
dikelola langsung oleh BPKPAD kabupaten Bantul tahun 2018 sampai
dengan tahun 2024?

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran yang dipungut dan
dikelola langsung oleh BPKPAD kabupaten Bantul tahun 2018 sampai
dengan tahun 2024?



3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel kabupaten Bantul
terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai
dengan tahun 2024?

4. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran kabupaten Bantul
terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai
dengan tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel yang
dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD Kabupaten Bantul tahun 2018
sampai dengan tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran
yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD Kabupaten Bantul tahun
2018 sampai dengan tahun 2024.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap
pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.
4. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya laporan tugas akhir ini, penulis berharap penelitian ini bisa
bermanfaat buat pihak-pihak terkait, baik dari segi memperluas wawasan maupun
memberikan gambaran tentang seberapa efektivitas penerimaan serta

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.



BAB 11
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Dasar — Dasar Perpajakan

a. Pengertian pajak

Menurut Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang — Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang — undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar —
besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mukhamad Wisnu Nagoro, 2018) Pajak
adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan suatu negara. Hampir setiap
negara di seluruh dunia memiliki aturan dan sistem yang berkaitan dengan
pengenaan pajak. Baik secara tidak langsung maupun langsung. Ini terjadi di
Indonesia. Pajak Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman
kerajaan dan kolonial hingga saat ini. Oleh karena itu, istilah "pajak" tidak asing

bagi masyarakat Indonesia sendiri.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
yang bersifat wajib berdasarkan peraturan undang — undang tanpa adanya imbalan
langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan
bersama. Sedangkan pengertian perspektif hukum pajak Prof. Dr.
Rochmat Soemitro, SH., pajak keterlibatan yang timbul dari undang — undang
yang menyebabkan munculnya kewajiban warga untuk menyetorkan penghasilan
tertentu untuk negara, dalam hal ini negara memiliki hak untuk memaksa dan
pendapatan dari pajak tersebut harus dipakai untuk administrasi atau untuk

penyelenggaraan pemerintah.
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Menurut Prof. Adriani dalam buku yang ditulis oleh Sidharta Iwan (2017:
2), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan
kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang
membayarnya, namun digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

2. Potensi Daerah

Menurut Halim (2004: 320), potensi daerah terdiri dari sumber daya alam,
sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya kelembagaan yang
potensial. Di antara keempat sumber daya tersebut, sumber daya buatan memiliki
keunggulan strategis karena:
a. Dapat digunakan secara langsung sebagai objek pajak atau retribusi daerah,
seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pasar, antara lain.
b. Sumber daya buatan lebih mudah dikembangkan dan diawasi oleh pemerintah
daerah.

c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) secara nyata dan berkelanjutan.

3. Pendapatan Daerah

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pasal 1 nomor 15 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah didefinisikan
sebagai seluruh hak yang dimiliki oleh daerah yang diakui sebagai peningkatan
nilai kekayaan bersih selama satu periode tahun anggaran terkait. Namun,
menurut Abdul Halim (2004:69), Pendapatan adalah semua penerimaan daerah
dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber
selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah
bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah.

4. Sumber — Sumber Pendapatan Daerah
Menurut Halim (2004: 317), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewenangan dan kemampuan
daerah untuk menggali sumber pembiayaan secara mandiri sangat penting untuk
pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sistem

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memastikan
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kemandirian keuangan, yang terdiri dari tiga komponen utama:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD adalah uang yang diterima oleh daerah dari kemampuan ekonominya
sendiri, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan

uang sah lainnya.

b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang diberikan kepada
daerah dari APBN.

c. Pendapatan Lain yang Sah

Pendapatan Lain yang Sah adalah pendapatan daerah selain PAD dan dana

perimbangan, serta bantuan dari pemerintah pusat, pinjaman, dan sumber lain

yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah, menurut Anggoro, D. D. (2017: 18- 19), adalah
pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil dari pemanfaatan
sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah dengan PAD tinggi
dianggap maju. Hal ini masuk akal karena tingkat ketergantungan pemerintah
daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD akan berkurang
ketika PAD suatu daerah meningkat. Meskipun demikian, pemerintah daerah
dilarang melakukan penguatan kepada masyarakat. Penguatan ini dapat
menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya akan mengurangi
dukungan dunia usaha dan investasi. Selain itu, pemerintah daerah tidak boleh
menetapkan peraturan lokal yang menghambat pergerakan orang. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah pada bab V nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli
daerah bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
milik daerah yang dipisahkan, Lain — lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Menurut Halim & Kusufi ( 2012:101), Seluruh pemasukan yang diperoleh

pemerintah daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah

tersebut disebut pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Deddi Nordiawan et
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al. (2012:181), pendapatan asli daerah adalah hasil dari sumber daya dan potensi
yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Komponen pendapatan ini termasuk pajak
daerah, retribusi, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan sumber lain yang diakui secara hukum sebagai PAD.
6. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004: 322 ), potensi sumber PAD terdiri dari setiap entitas
yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap jumlah PAD.
Faktor pendukungnya, bagaimanapun, adalah kemampuan manajemen
pengadministrasiannya. Rata-rata pendapatan perkapita atau rata-rata daya beli
penduduk suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar
perekonomian di wilayah tersebut. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan
masyarakatnya bergantung padanya. Faktor — faktor tambahan yang mendukung
adalah :
a. Lokasi geografis wilayah.
b. Kualitas tanah.
c. Kekayaan hasil terdiri dari hasil tambang.
d. Jumlah penduduk.
e. Usaha terdiri dari usaha ekonomi yang menghasilkan pekerjaan dan usaha.
Dari perspektif pengadministrasian, upaya untuk meningkatkan PAD dilakukan
melalui akomodasi pendapatan, perbaikan organisasi, penyempurnaan
administrasi, penyesuaian tarif, koordinasi pemungut, pencegahan kebocoran, dll.

7. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Anggoro, D. D. (2017: 18- 19 ) pajak daerah yaitu pajak — pajak

yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar
pajak ( wajib pajak ) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah
daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai
peranan ganda yaitu:

a. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary).

b. Sebagai alat pengatur (regulatory).
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b. Jenis Pajak dan Objek Pajak
Secara garis besar, Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Provinsi
dan Pajak Kabupaten/Kota.
a. Pajak Provinsi terdiri dari :
1) Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pajak Air Permukaan; dan
5) Pajak Rokok
b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7) Pajak Parkir
8) Pajak Air Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8. Pajak Restoran
a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering ( Pasal 1 angka 6 Perbup Bantul No. 105
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran ).

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang
menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah
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kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

b. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak
( Pasal 1 angka 8 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Restoran ). Subjek Pajak Restoran adalah pihak yang dikenai
atau dibebankan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1), yaitu konsumen yang
menikmati pelayanan dari restoran. Konsumen ini dapat berupa perorangan
maupun badan usaha yang memanfaatkan jasa yang disediakan restoran. Dengan
demikian, PB1 bukanlah tanggungan pemilik restoran secara langsung, melainkan
merupakan kewajiban yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan menurut
Fitriya (2023), Subjek pajak restoran dibayarkan oleh pembeli bersamaan dengan
pembayaran atas makanan atau minuman, karena besaran pajak tersebut sudah

tercantum secara jelas dalam struk atau nota pembelian dari restoran.

¢. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan penjualan makanan tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Pasal 37
Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah). Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan
ketentuan ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha

restoran yang tidak dikenai pajak restoran.

d. Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Restoran (Pasal 38 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah pajak ( Pasal 1 angka 9 Perbup Bantul No. 105 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran ).
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e. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima
atau yang seharusnya diterima Restoran (Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 40 Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

g. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Pajak Restoran
yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi (Pasal 41
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah).

9. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel Subjek
pajak restoran adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh ( Pasal 1
Angka 8 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Hotel ).

b. Subjek Dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak, Wajib
Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ( Pasal 1
Angka 10 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Hotel ). Sedangkan menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah), Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau
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Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan Hotel

c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan
hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi,
dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk
objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah
b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan
wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum
(Pasal 32 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah).

d. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada Hotel. (Pasal 34 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

e. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).Tarif
Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 35 Undang-Undang No.
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pajak Hotel yang terutang dipungut di
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wilayah daerah tempat Hotel berlokasi. (Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

10. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Mahsun (2013:182), efektivitas mengacu pada sejauh mana
keluaran suatu kegiatan dapat memenuhi tujuan. Secara umum, tingkat
keberhasilan pencapaian target kebijakan ditentukan oleh efektivitas. Jika sebuah
kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan cara yang mampu menghasilkan
dampak yang sesuai dengan tujuan akhir dari kebijakan yang dirancang, atau
dengan kata lain, mencerminkan prinsip penggunaan sumber daya secara
bijaksana, maka kegiatan tersebut dapat dianggap efektif.

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas merupakan hubungan antara
output dengan tujuan. Dari penjelasan tersebut efektivitas memiliki hubungan
dengan tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan, sehingga program
tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dan memiliki pengaruh

terhadap sasaran yang telah ditentukan.

b. Rumus Efektivitas

Rumus perhitungan efektivitas pajak menurut Mahmudi (2010).

Efektivitas = Realisasi Pajak Restoran ~ x 100%

Target Pajak Restoran

c. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahsun ( 2013:183) pengukuran efektivitas dilihat dari berhasil
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berjalan
dengan efektif apabila berhasil mencapai tujuan. Salah satu hal penting yang harus
diperhatikan adalah bahwa efektivitas tidak menunjukkan jumlah biaya yang telah
dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya mungkin melebihi perkiraan;
mereka mungkin dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada
perkiraan awal.

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No | Persentase Efektivitas Kriteria
1 >100% Sangat efektif
2 90%-100% Efektif
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3 80%-90% Cukup efektif
4 60%-80% Kurang efektif
5 <60% Tidak efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al, 2022)

11. Kontribusi
a. Pengertian Kontribusi
Pengertian Kontribusi Secara etimologis dalam kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna
tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan
daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi
peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Menurut Halim dalam (Mulatsih dkk., 2022) kontribusi dapat diartikan sebagai
proses mengukur hasil perolehan pendapatan yang telah diberikan terhadap PAD
dengan skala semakin tinggi hasil persentase yang didapat maka kontribusi akan
meningkat.

b. Rumus Kontribusi

Rumus perhitungan kontribusi pajak menurut Mahmudi (2010).

Kontribusi = Realisasi Pajak x 100%
Total PAD

c. Pengukuran Efektivitas
Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No | Persentase Kontribusi Kristeria
1 0,00%-10% Sangat kurang
2 10,10%-20% Kurang
3 20,10%-30% Sedang
4 30,10%-40% Cukup Baik
5 40,10%-50% Baik
6 >50% Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al,2022)

B. Penelitian Terdahulu
Tinjauan penelitian sebelumnya sangat penting untuk proses penelitian karena

membantu mendukung dan memperkuat kerangka berpikir peneliti dalam konteks
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efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya dalam peningkatan
Pendapatan Asli Daerah.
Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam
penelitian ini:
a. Ardiles (2014)
Dalam penelitian (Ardiles & Mulyan, 2014) yang berjudul “ Analisis
Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Padang ”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, dan
kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang. Penelitian ini dilakukan
secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan analisis
potensi, kontribusi, dan efektivitas pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemungutan pajak hotel dari tahun 2008-2014 tergolong efektif jika
dilihat dari perbandingan target dan realisasi, dengan rata-rata efektivitas
sebesar 108,26%. Namun, jika dilihat dari perbandingan potensi dan realisasi,
rata-rata efektivitas hanya 53,01%, yang berarti tidak efektif. Hal ini
menunjukkan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan
potensi sebenarnya, sehingga pemerintah daerah belum optimal dalam

menggali potensi pajak hotel yang ada.

b. Shofiatul Andaria (2015)

Dalam penelitian (Andaria dkk., 2015) berjudul “Analisis Efektivitas
dan Kontribusi Pajak Hotel bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Malang” adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi
pajak hotel terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
penerimaan pajak hotel selama periode 2010-2014 tergolong efektif, dengan
nilai efektivitas selalu di atas 90%, meskipun mengalami fluktuasi setiap
tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 (176,70%) dan terendah
pada tahun 2014 (110,05%).

Namun, kontribusi pajak hotel terhadap PAD tergolong sangat rendah,
rata-rata hanya 0,52%, dan menunjukkan tren penurunan, terutama pada tahun
2014 yang hanya mencapai 1,07%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh
masih lemahnya kepatuhan Wajib Pajak, kurang optimalnya pendaftaran usaha

hotel, serta masih dominannya strategi penagihan aktif (jemput bola) oleh
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petugas pajak. Hal ini menandakan bahwa meskipun penerimaan pajak hotel
tergolong efektif dari sisi target, kontribusinya terhadap PAD secara

keseluruhan masih belum signifikan.

¢. Yun Fitriano & Zahrah Indah Ferina (2021)

Dalam penelitian (Fitriano & Ferina, 2021) yang berjudul “Analisis
Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”, tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran
terhadap PAD Kota Bengkulu. Dalam penelitian in, jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Untuk jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder pajak hotel dan pajak restoran yang
bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil
analisis, efektivitas pajak hotel dan restoran cenderung fluktuatif dan belum
mencapai kategori sangat efektif, karena realisasi penerimaan masih berada di
bawah 100% dari target. Rata-rata efektivitas pajak hotel berkisar antara
77,04%-90,71%, sedangkan pajak restoran antara 74,80%—85,92%.

Namun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD
tergolong tinggi, karena selalu berada di atas 4% setiap tahunnya. Pajak hotel
memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2018 sebesar 12,81%, sedangkan
pajak restoran tertinggi pada tahun yang sama sebesar 11,26%. Kesenjangan
antara potensi dan target pajak disebabkan oleh ketidaktepatan dalam
penetapan target oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Meskipun demikian,
keberhasilan menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha hotel dan restoran
membantu menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah, menjadikan kedua

jenis pajak ini sebagai penyumbang penting dalam PAD Kota Bengkulu.

d. Herlinda Puspa Juwita & Amir Hidayatulloh (2024)

Dalam penelitian (Juwita & Hidayatulloh, 2024) yang berjudul
“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Di
Kabupaten Bantul”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas,
dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap PAD di
Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang

nantinya akan mendeskripsikan realisasi, target penerimaan, menghitung
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efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, serta
menganalisis kontribusinya atas penerimaan PAD. Penelitian ini memakai data
primer yang diambil secara langsung dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul
melalui wawancara dan data sekunder dalam penelitian didapat dari dokumen
resmi BPKPAD Kabupaten Bantul dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak
restoran termasuk dalam kategori sangat efektif, dengan nilai efektivitas selalu
di atas 100%. Peningkatan efektivitas ini, terutama selama masa pandemi
COVID-19, disebabkan oleh penyesuaian target penerimaan pajak oleh
pemerintah daerah, sehingga realisasi terlihat melebihi target. Namun,
kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD cenderung fluktuatif dan
relatif rendah, masing-masing berkisar antara 1,92% hingga 2,99%. Penurunan
kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh dampak
pandemi dan kebijakan pembebasan pajak, PSBB, serta PPKM yang
membatasi aktivitas masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap penurunan
pendapatan sektor perhotelan dan restoran. Secara keseluruhan, meskipun
efektivitas pemungutan pajak tergolong sangat baik, kontribusinya terhadap
PAD masih belum maksimal, terutama karena dampak pandemi dan kebijakan
fiskal yang bersifat relaksasi. Pemerintah perlu lebih optimal dalam menggali
potensi pajak serta menetapkan target yang realistis namun mencerminkan
potensi sesungguhnya.

. Panji Septiawan (2021)

Dalam penelitian (Septiawan Panji, 2021) berjudul “Analisis Efisiensi,
Efektivitas Dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman”.
adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel terhadap
PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan
elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan dan
pajak parkir di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian in, jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer
dan sekunder berupa time series pada tahun 2015 — 2019. Data primer pada
penelitian ini berupa wawancara dari pithak BKAD Kabupaten Sleman.

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi dari BKAD
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dan BPS Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
efektivitas pajak hotel hanya sebesar 56,15%, yang termasuk dalam kategori
tidak efektif, sementara efektivitas pajak restoran sebesar 67,52%, yang
dikategorikan kurang efektif.

Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh dampak langsung pandemi,
seperti pembatasan aktivitas masyarakat dan himbauan untuk menjauhi
kerumunan, yang berdampak pada turunnya jumlah pengunjung hotel dan
restoran. Meskipun target pajak restoran sudah diturunkan dari tahun
sebelumnya, penurunan realisasi penerimaan tetap terjadi, sehingga efektivitas
pajak tetap menurun. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 berdampak
signifikan terhadap penurunan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran
di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian
strategi pengelolaan pajak daerah dalam situasi krisis, agar tetap dapat

mengoptimalkan penerimaan pajak meski dalam kondisi sulit.

f. Sri Nirmala Sari & Veronika Sari Den Ka (2022)

Dalam penelitian (Bannelimbong, 2022) berjudul “Analisis Efektivitas
Pajak Daerah Di Kabupaten Tana Toraja Di Masa Pandemi Covid 2019”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan
pajak restoran di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sumber data primer yang diperoleh
berupa target pajak daerah tahun 2020 dan realisasi penerimaan pajak daerah
tahun 2020 Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari Badan Pendapatan
Daerah dan data wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun
2020 hanya mencapai 56,15% yang tergolong tidak efektif, sedangkan
efektivitas pajak restoran sebesar 67,52% yang termasuk dalam kategori
kurang efektif. Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh kebijakan
pemerintah daerah yang menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan
guna mencegah penyebaran virus, sehingga jumlah pengunjung hotel dan
restoran menurun drastis. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan
realisasi penerimaan pajak. Meskipun target pajak hotel dinaikkan dari tahun
sebelumnya dan target pajak restoran telah diturunkan, realisasi penerimaan

tetap menurun karena lesunya aktivitas ekonomi di sektor tersebut akibat
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pandemi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19
memberikan dampak signifikan terhadap rendahnya efektivitas pemungutan
pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja.

g. Mutiara Asri Sekar Ningrum (2024)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan
kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik penelitian studi
lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran selama
periode 2019-2023 tergolong sangat efektif, dengan capaian selalu di atas
100%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 287,47%, yang
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan target pajak akibat
melemahnya kondisi ekonomi selama pandemi COVID-19.

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, pajak restoran masih
tergolong sangat kurang, dengan persentase kontribusi tahunan berada di
bawah 1%, meskipun secara bertahap mengalami peningkatan dari 0,18% pada
tahun 2019 menjadi 0,33% pada tahun 2023. Rata-rata kontribusinya secara
keseluruhan tercatat sebesar 6,7%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh
kurang optimalnya upaya penagihan pajak oleh pemerintah daerah. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak
restoran sangat tinggi, kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Wonogiri
masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi
yang belum tergali sepenuhnya dan dapat ditingkatkan melalui strategi

intensifikasi penagihan dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

h. Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu, dan Priscillia Weku (2022)

Dalam penelitian (Koyongian, R, & Weku, 2022) berjudul “Analisis
Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel dan pajak
restoran terhadap PAD di Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan
metode deskripsi yang menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data
target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai

atau dokumen dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel cenderung menurun,
dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebesar 111,34% dan paling rendah
pada tahun 2020 sebesar 17,45%. Rata-rata efektivitasnya berada dalam
kategori kurang efektif hingga tidak efektif, terutama dipengaruhi oleh dampak
pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perhotelan dan
tidak tercapainya target penerimaan.

Sementara itu, kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga tergolong
kecil, berkisar antara 0,76% hingga 1,62%. Rendahnya kontribusi ini
disebabkan oleh situasi pandemi serta penetapan target kontribusi yang kurang
optimal. Di sisi lain, efektivitas pajak restoran relatif lebih stabil dan berada
dalam kategori efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 90,25%. Meskipun
sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, penerimaan
pajak restoran tetap tergolong cukup baik. Namun demikian, kontribusi pajak
restoran terhadap PAD masih tergolong kecil, dengan rata-rata kontribusi
sebesar 5,76%. Walaupun kecil, kontribusi ini menunjukkan nilai yang relatif
konsisten dan cukup besar dibandingkan jenis pajak lainnya, sehingga
menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar untuk
meningkatkan PAD apabila dikelola dan digali secara optimal oleh pemerintah
daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel di Kabupaten
Banggai belum efektif dan kontribusinya masih rendah, sedangkan pajak
restoran tergolong efektif namun kontribusinya juga masih belum maksimal,
sehingga pemerintah perlu meningkatkan strategi pengelolaan dan

pemanfaatan potensi pajak daerah secara lebih optimal.

i. Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021)

Dalam Penelitian (Fitriyani dkk., 2021) berjudul ‘“Analisis Laju
Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro”. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat efektivitas
pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode data deskriptif kualitatif
yang menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan
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permasalahan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong sangat efektif, karena
nilai efektivitas setiap tahunnya umumnya melebihi 100%. Efektivitas pajak
hotel tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 164,72%, sedangkan efektivitas
pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 125,50%. Meskipun
terdapat penurunan efektivitas pada pajak hotel pada tahun 2019 dan 2020,
secara keseluruhan efektivitas tetap berada pada kategori efektif hingga sangat
efektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Metro dalam
mencapai atau bahkan melampaui target penerimaan dari sektor pajak hotel
dan restoran.

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, baik pajak hotel maupun
pajak restoran masih tergolong sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel
hanya sebesar 0,183% per tahun, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2018
sebesar 0,299%. Sementara itu, kontribusi pajak restoran lebih tinggi, dengan
rata-rata 0,966% per tahun, namun tetap berada dalam kategori sangat kurang
karena tidak mencapai 10% dari PAD. Meskipun kontribusinya masih rendah,
pajak restoran menunjukkan potensi yang lebih besar dibandingkan pajak
hotel, terutama karena berkembangnya sektor kuliner di Kota Metro, seperti
restoran, kafe, dan rumah makan yang menarik minat masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas
pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Metro tergolong sangat baik,
kontribusinya terhadap PAD masih rendah, sehingga perlu dilakukan upaya
optimalisasi pengelolaan sektor-sektor potensial untuk meningkatkan

kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

j- Ridho Firdausi Fadlulloh

Dalam penelitian (Fadlulloh, 2020) berjudul “Analisis Efektivitas,
Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah Di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 - 2019”.Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel
hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berbentuk laporan keuangan kota/kabupaten di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2019 dan

pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu peneliti menyelidiki
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benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan,
dokumen, majalah, catatan harian dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel
tergolong sangat efektif, dengan persentase selalu di atas 100% setiap
tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 126,84%, dan
terendah pada tahun 2019 sebesar 109,77%. Secara rata-rata, efektivitas pajak
hotel mencapai 118,61%, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah
berhasil merealisasikan penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah
ditetapkan. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) masih tergolong rendah, yaitu rata-rata hanya 1,23% selama periode
lima tahun tersebut. Meskipun efektivitas tinggi, kontribusi yang rendah
menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal.
Penyebab utamanya adalah belum maksimalnya pembaruan data hotel yang
aktif di wilayah tersebut serta masih kurangnya intensitas pengawasan dan
penagihan terhadap para wajib pajak hotel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak hotel di
Provinsi DIY telah dikelola dengan sangat efektif dari segi pencapaian target,
kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah
perlu meningkatkan pendataan, pengawasan, dan strategi penagihan untuk

mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak hotel.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Menurut (Creswell, 2023:37-40), penelitian
kuantitatif merupakan pendekatan untuk membuktikan sebuah teori dengan cara
mengukur beberapa variabel yang digunakan. Pengukuran variabel ini kemudian
dianalisis menggunakan statistika dan memiliki data berupa angka. Hasil yang
didapatkan berupa data yang biasanya digambarkan menggunakan tabel, grafik,
dan lainnya. Tujuan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk membuktikan dan
mengembangkan teori serta hipotesis-hipotesis yang berkaitan terhadap sebuah
objek atau fenomena yang sedang terjadi. Menurut (Sugiyono 2017:35) penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel
mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel independen) tanpa
membuat perbandingan dan mencari hubungan dengan variabel lain. Metode
deskriptif terpusat dalam hal melakukan pemecahan masalah-masalah yang ada
pada saat ini. Data yang dikumpulkan awalnya disusun, lalu dijelaskan dan
terakhir dianalisa (oleh karena itu metode ini biasanya disebut metode analitik).
Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan
menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan pajak restoran dan

pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek dan subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan
tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Menurut
(Sugiyono, 2013:32) subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai
dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut (Suriani dkk., 2023)
subjek penelitian adalah elemen yang merujuk pada individu, kelompok, atau
objek yang menjadi fokus utama bagi peneliti dalam proses penelitian, serta
menjadi sumber dimana data dapat dikumpulkan dalam konteks penelitian. Oleh

karena itu, subjek penelitian yang akan dianalisis untuk mendapatkan informasi
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dan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.
Subjek penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Dan
Objek penelitian ini adalah tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan
pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada periode 2018-2024 di Kabupaten

Bantul.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut (Husein Umar, 2013:42) data primer adalah data yang didapat dari
sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara
atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Menurut (Nur
Indrianto dan Bambang Supomo,2013:143) data sekunder data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain). Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi
perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan
pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagianya. Pada penelitian
ini menggunakan data primer dan sekunder pada periode 2018 —2024. Data primer
pada penelitian ini berupa wawancara dari pithak BKAD Kabupaten Bantul.
Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi berupa Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) dari BPKPAD Kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2013:224) teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik
pengumpulan data memiliki keterkaitan yang kuat dengan permasalahan penelitian
yang ingin diselesaikan. Permasalahan dalam penelitian berperan dalam
menentukan arah serta mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data yang
tepat. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis dijelaskan
sebagai berikut:
1. Dokumentasi
Menurut (Sugiyono,2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
29



dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah
kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, laporan, dan keterangan
yang mendukung dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan,dan Aset Daerah Kabupaten Bantul periode 2018-2024.

2. Studi Pustaka

Menurut (Adlini dkk., 2022) studi pustaka merupakan suatu pendekatan ilmu yang
dilakukan melalui eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber literatur guna
memperoleh data penelitian. Metode ini melibatkan pemahaman mendalam
terhadap teori — teori yang relevan dari berbagai referensi terkait topik yang diteliti.
Studi atau bahan pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir adalah
buku — buku literatur, jurnal artikel, Undang — Undang 1945, peraturan pemerintah
dan daerah, serta berbagai sumber informasi terkait tingkat efektivitas dan
kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD.

3. Wawancara ( Interview )

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono,2013:231) wawancara merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dari pengertian diatas penulis
menyimpulkan bahwa Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah
tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antara penulis dan pihak yang
berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu Ibu Herwina Dian
Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Subbidang Penagihan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah di BPKPAD Kabupaten Bantul.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut (Sugiyono,2018:482) adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Sedangkan menurut (Moleong,2017:280-281) analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan
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uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti yang disarankan oleh data. Dalam analisis data penulisan Tugas Akhir
penulis menggunakan rasio keuangan daerah. Terdapat 2 (dua) analisis rasio yaitu

rasio efektivitas pajak daerah dan rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD.
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BAB 1V

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Profil Sejarah Pembentukan BPKPAD
BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum
menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa
kali sebagai berikut :
1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa
dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan
langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja
kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi
manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari
Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi
perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan
kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat
mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yaitu dengan
merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi

Dinas Pendapatan.
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3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan
bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul maka nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Badan Keuangan dan
Aset Daerah dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan. Selanjutnya
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan
agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul,
diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi
dan tepat ukuran (rightsizing). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan
dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah dengan Tipe A. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan. BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai
Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
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B. Misi dan Visi
Visi dari BPKPAD Bantul adalah untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan Pancasila dan UUD
1945 dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika. Secara filosofi visi

tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yang tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras,

serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.

2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,
memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan

sosial.

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati

pembangunan Bantul secara merata.

Sebagai langkah nyata untuk mencapai visi tersebut, misi dari BPKPAD Bantul
yaitu :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien,

bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya

istimewa.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan

investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko

bencana

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian

Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

C. Tugas dan Fungsi BPKPAD Bantul
Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah . BPKPAD mempunyai
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tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan.

Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan,
dan aset;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan,

pendapatan, dan aset;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan,
pendapatan, dan aset;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan,
pendapatan, dan aset;
e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
D. Pelayanan BPKPAD
a. Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang Penagihan dan Penetapan
Tabel 4 Layanan Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang

Penagihan dan Penetapan

No. Layanan Perpajakan
1 Layanan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
2 | Layanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )
3 | Layanan Pajak Hotel
4 | Layanan Pajak Restoran
5 | Layanan Pajak Hiburan
6 | Layanan Pajak Reklame
7 | Layanan Pajak Penerangan Jalan
8 | Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9 | Layanan Pajak Parkir
10 | Layanan Pajak Air Tanah
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11

Layanan Sarang Burung Walet

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

b. Bidang Perbendaharaan

Tabel S Layanan Bidang Perbendaharaan

No. Layanan Perbendaharaan
1 | Pengambilan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ( SKPP )
2 | Permohonan Surat Perintah Membayar ( SPM )
3 | Permohonan Peremajaan Gaji

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

c. Bidang Anggaran

Tabel 6 Layanan Bidang Anggaran

No. Layanan Konsultas Anggaran
1 | Konsultasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
2 | Konsultasi DPA
3 | Konsultasi Surat Penyediaan Dana ( SPD )
4 | Konsultasi Anggaran Kas

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

d. Bidang Akuntansi

Tabel 7 Layanan Bidang Akuntansi

No. Layanan Konsultasi Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah
1 | Permohonan Pengisian Neraca
2 | Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
3 | Pembuatan Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )
4 | Pelaporan Laporan Operasional

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025
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e. Bidang Aset
Tabel 8 Layanan Bidang Aset

No. Layanan Konsultasi Pelaporan Barang Milik Daerah

1 | Konsultasi Penatausahaan dan Penghapusan Aset , Kesediaan

2 | Konsultasi Optimalisasi dan Perencanaan Barang Milik Daerah

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

E. Struktur Organisasi
Gambar 1
Struktur Organisasi BKPAD Bantul

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

==
> n-l

m

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025.
F. Bentuk Usaha

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Badan dan
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

G. Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
Berikut merupakan data mengenai perkembangan Pendapatan Asli
Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman
pada tahun 2021-2023 :
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Tabel 9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul

2018- 2024
Target

Tahun Anggaran PAD Realisasi PAD

2018 | Rp 432,545,767,309 | Rp 462,653,956,229
2019 | Rp 467,159,577,195 | Rp 505,929,472,001
2020 | Rp 420,780,615,321 | Rp 479,610,812,119
2021 | Rp 443,536,988,887 | Rp 491,670,724,028
2022 | Rp 520,854,008,396 | Rp 540,572,423,372
2023 | Rp 539,285,322,834 | Rp 587,435,038,672
2024 | Rp 618,610,087,119 | Rp 638,567,864,259

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
(BPKPAD) Kabupaten Bantul
Dilihat dari data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Bantul dari tahun 2018 hingga 2024 terlihat bahwa realisasi PAD setiap
tahunnya berhasil melampaui target anggaran yang telah direncanakan
pemerintah daerah. Namun anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya
mengalami fluktuasi. Terlihat bahwa pada tahun 2019, target anggaran
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan
pemerintah melakukan evaluasi terhadap capaian PAD tahun sebelumnya yang
menunjukan kinerja positif, maka dari itu pemerintah menetapkan target
anggaran yang lebih tinggi di tahun 2019. Namun, di tahun 2020 target anggaran
mengalami penurunan yang cukup signifikan tetapi realisasi tetap lebih tinggi
dari target yang ditentukan. Penurunan target anggaran tahun 2020 ini
dikarenakan adanya pandemi Covid — 19 yang mulai melanda di Indonesia.
Adanya pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown atau
pembatasan social. Kebijakan tersebut membuat banyak sektor usaha yang harus
mengalami penutupan aktivitas sehingga perekonomian mengalami penurunan.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah melakukan kebijakan penurunan target
anggaran pada tahun 2020 secara realistis. Di tahun berikutnya yakni tahun
2021,2022,2023, dan 2024 target anggaran PAD kembali mengalami kenaikan
secara bertahap. Meskipun kondisi pasca Covid - 19 belum sepenuhnya pulih,

pada tahun 2021 pemerintah kembali menaikan target anggaran PAD sebagai
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upaya pemulihan fiskal. Begitupun dengan tahun 2022, 2023, dan 2024 dimana
aktivitas ekonomi mulai membaik karena pembebasan kebijakan lockdown.
H. Analisis Efektivitas
Salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil
mencapai target penerimaan pajak mereka adalah efikasi penerimaan pajak. Apabila
realisasi penerimaan pajak mendekati atau melebihi target, maka efikasi dianggap
tinggi.

1. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 10 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Target Realisasi Efektivitas
Tahun | Penerimaan Penerimaan % Kriteria

Sangat

2018 Rp 9,516,100,000 | Rp 12,200,886,408 128,21% Efektivitas
Sangat

2019 Rp 12,000,000,000 | Rp 15,137,093,141 126,14% Efektivitas
Sangat

2020 | Rp 6,700,000,000 Rp 9,207,214,235 137,42% Efektivitas
Sangat

2021 Rp 14,022,099,568 | Rp 14,669,779,105 104,62% Efektivitas
Sangat

2022 Rp 19,000,000,000 | Rp 22,867,157,538 120,35% Efektivitas
Sangat

2023 Rp 27,000,000,000 | Rp 31,135,851,736 115,32% Efektivitas
Sangat

2024 Rp 30,000,000,000 | Rp 34,622,296,937 115,41% Efektivitas
Sangat

Rata — Rata 121,07% Efektivitas

Gambar 2 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Tahun 2018 - 2024

GRAFIK EFEKTIVITAS PAJAK

RESTORAN
KABUPATEN BANTUL
2018 - 2024
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Pembahasan :

Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018
hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu
melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, pelaksanaan pemungutan pajak
restoran tergolong sangat efektif realisasi hal ini dikarenakan stabilitas ekonomi
daerah yang cukup baik sehingga banyaknya warga mendirikan restoran dan rumah
makan baru di Kabupaten Bantul. Di tahun 2019 efektivitas pajak restoran
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasinya
tetap melampaui dari target yang ditentukan. Penurunan persentase efektivitas
tersebut dikarenakan adanya kenaikan target penerimaan yang dilakukan
pemerintah daerah dan juga pada saat yang sama munculnya pandemi Covid — 19
pada akhir tahun. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya sektor usaha yang
melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti restoran dan rumah
makan. Beberapa pelaku usaha mulai mengalami penurunan pengunjung,
pembatasan jam operasional, dan ketidakpastian ekonomi, yang berdampak pada
menurunnya omzet usaha.

Pernyataan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ibu Herwina
Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul.

Beliau menyampaikan bahwa:

"Penurunan penerimaan jelas karena COVID-19. Pada masa itu kan semua aspek
berdampak ya, karena ada kebijakan lockdown sehingga tidak boleh adanya
interaksi sosial. Otomatis restoran dan tempat makan jadi sepi, banyak yang tutup
sementara, bahkan ada yang berhenti total. Dampaknya jelas ke omzet, dan dari
situ berpengaruh ke penerimaan pajak restoran."

"Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian
mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan
itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel,
hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru
berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir
2019, jadi itu juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut."

Pada tahun 2020, efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bukan disebabkan oleh meningkatnya
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pendapatan secara signifikan, melainkan karena adanya penurunan target penerimaan
pajak restoran yang cukup drastis dari pemerintah daerah sebagai respons terhadap
dampak pandemi COVID-19. Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, pemerintah
menetapkan target yang lebih realistis agar sesuai dengan situasi di lapangan. Tahun
2021 berbanding terbalik, efektivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan
dikarenakan pemerintah mulai menaikkan target penerimaan pajak restoran untuk
menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi, namun terjadi kesenjangan
antara target penerimaan dan realisasinya yang tidak terlalu besar.

Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, efektivitas penerimaan pajak restoran terus
mengalami kenaikan. Tren kenaikan efektivitas ini mencapai puncaknya pada tahun
2022, yang merupakan tahun dengan lonjakan efektivitas tertinggi dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasca pandemi, aktivitas usaha
kuliner mengalami pemulihan yang cukup pesat, didukung oleh meningkatnya
konsumsi masyarakat, bertambahnya jumlah pelaku usaha baru di bidang makanan dan
minuman di Kabupaten Bantul. Selain itu, faktor kenaikan efektivitas ini dikarenakan
pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengizinkan bisnis waralaba, seperti Olive Fried
Chicken dan beberapa merek makanan lainnya, untuk beroperasi. Franchise restoran
biasanya memiliki sistem bisnis yang lebih stabil, omset yang lebih besar, dan
kepatuhan administrasi yang lebih baik, yang menghasilkan peningkatan penerimaan
pajak restoran di Bantul.

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bantul
pada periode 2018 — 2024 sesuai kriteria yang tercantum dikategorikan sangat efektif.
Hal ini dikarenakan realisasi setiap tahunnya mencapai lebih dari 100 persen dari
target. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Sekar Ningrum (2024) dalam karya berjudul “Amnalisis Efektivitas dan Kontribusi
Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Wonogiri”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa efektivitas
penerimaan pajak restoran tergolong sangat baik karena realisasinya secara konsisten
melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang adaptif,
seperti penyesuaian target pada masa pandemi dan pemberian insentif pajak, turut

mendorong efektivitas capaian.
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2. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel
Tabel 11 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul

Target Realisasi Efektivitas
Tahun Penerimaan Penerimaan % Kriteria

Sangat

2018 | Rp 2,400,000,000 | Rp 2,725,071,153 | 113,54 % Efektivitas
Sangat

2019 | Rp 3,500,000,000 | Rp 3,841,960,122 | 109,77% Efektivitas
Sangat

2020 | Rp 1,261,200,000 | Rp 1,458,163,865 | 115,62% Efektivitas
Sangat

2021 | Rp 2,730,000,000 | Rp 3,300,108,108 | 120,88% Efektivitas
Sangat

2022 | Rp 6,000,000,000 | Rp 7,304,257,387 | 121,74% Efektivitas
Sangat

2023 | Rp 8,000,000,000 | Rp 9,545,901,045 | 119,32% Efektivitas
Rp Rp Sangat

2024 | 30,000,000,000 34,622,296,937 115,41% Efektivitas
Sangat

Rata - Rata 116.61 % Efektivitas
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Gambar 3 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2024
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Pembahasan :

Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018
hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu
melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2018 tergolong sangat efektif dalam
penerimaan pajak hotel karena banyak destinasi wisata baru yang mulai dikenal luas
dan menarik minat wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Selain itu, Pemerintah
Kabupaten Bantul juga secara aktif mengembangkan dan membangun berbagai
destinasi wisata sehingga banyak wisatawan lokal atau asing berlibur atau
menghabiskan waktu di Bantul yang meningkatnya hunian perhotelan. Tahun 2019,
persentase efektivitas pajak hotel mengalami penurunan dibanding tahun
sebelumnya. Hal ini terjadi karena target penerimaan dinaikkan cukup signifikan,
namun kenaikan realisasi penerimaan tidak sebanding dengan kenaikan target
tersebut. Selain itu, pada akhir tahun mulai muncul dampak dari pandemi Covid-19,
yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan akibat pembatasan aktivitas sosial
dan kekhawatiran masyarakat untuk bepergian.

Pada tahun 2020, seperti pajak restoran bahwa terjadi peningkatan
efektivitas yang bukan dikarenakan penerimaan melonjak tetapi target penerimaan
yang diturunkan secara drastis sebagai respon dari pemerintah daerah dalam
kondisi pandemi Covid — 19. Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara

dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang
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Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul,
yang menyatakan:
"Waktu itu target penerimaan memang kami sesuaikan karena kondisi pandemi
yang sangat mempengaruhi aktivitas hotel. Banyak hotel yang sepi bahkan sempat
tutup sementara. Maka dari itu, targetnya diturunkan agar lebih realistis, tapi
ternyata realisasi masih bisa melebihi, jadi secara efektivitas justru terlihat
meningkat."
Target penerimaan pajak hotel terus meningkat pada tahun 2021, 2022,
2023, dan 2024. Peningkatan target tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang
mencerminkan harapan besar terhadap percepatan pemulihan sektor pariwisata dan
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Penetapan target yang lebih tinggi ini
juga sejalan dengan upaya mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor-sektor
yang sudah ada. Meskipun kontribusi pajaknya masih tergolong sangat kurang,
namun dari sisi perencanaan fiskal, tren kenaikan target menunjukkan peran
strategis pajak hotel dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Kemudian, pemerintah secara bertahap mengubah tujuan mereka untuk
menyesuaikannya dengan kondisi lapangan dan tren pertumbuhan ekonomi.
Meskipun target meningkat, realisasi penerimaan tetap menunjukkan hasil yang
baik, yang berarti bahwa efektivitas tetap berada di kelas yang sangat efektif selama
periode tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak
hotel periode 2018 hingga 2024 berada dalam kategori “sangat efektif”. Realisasi
penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil melampaui target yang telah
ditetapkan, baik untuk pajak hotel maupun pajak restoran.Penelitian ini sependapat
dengan Fadlulloh (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas,
Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Hasil Pajak Daerah di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut, Fadlulloh menyatakan
bahwa efektivitas pajak hotel menunjukan kategori sangat efektif terjadi karena

pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak secara optimal.

I. Analisis Kontribusi
Menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah, untuk
melakukan analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD), penting untuk mengumpulkan data yang relevan dan dapat membantu
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perhitungan kontribusi yang akurat. Data utama yang dibutuhkan adalah data

tahunan tentang penerimaan pajak hotel ini menunjukkan seberapa besar

pendapatan yang diperoleh industri hotel. Selain itu, data tahunan realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperlukan. PAD harus mencakup semua

sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah, antara lain.

1. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tabel 12 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Realisasi pajak Kontribusi
Tahun | Realisasi PAD restoran % Kriteria

Sangat
2018 | Rp 462,653,956,229 | Rp 12,200,886,408 3% Kurang
Rp Sangat
2019 | Rp 505,929,472,001 | 15,137,093,141 3% Kurang
Sangat
2020 | Rp 479,610,812,119 | Rp 9,207,214,235 2% Kurang
Sangat
2021 | Rp 491,670,724,028 | Rp 14,669,779,105 3% Kurang
Rp Sangat
2022 | Rp540,572,423,372 | 22,867,157,538 4% Kurang
Sangat
2023 | Rp 587,435,038,672 | Rp 31,135,851,736 5% Kurang
Sangat
2024 | Rp 638,567,864,259 | Rp 34,622,296,937 5% Kurang
Sangat
Rata - Rata 4% Kurang
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Gambar 4 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2024
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Pembahasan :

Berdasarkan data kontribusi pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024,
secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan. Pada tahun
2018 dan 2019, persentase kontribusi menunjukkan angka yang sama atau tidak
mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD
maupun penerimaan pajak restoran meningkat secara proporsional, sehingga
kenaikan keduanya seimbang. Namun, persentasenya tetap tergolong sangat
kurang berkontribusi dikarenakan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
dikarenakan sebagian besar usaha kuliner yang beroperasi di Bantul pada periode
tersebut masih bersifat kecil dan informal, sehingga belum seluruhnya terdaftar
sebagai wajib pajak resmi. Faktor-faktor tersebut diperkuat oleh pernyataan dengan
Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul Dalam
wawancara, beliau menyampaikan bahwa: ‘Kontribusi pajak restoran memang
sangat kurang, karena di Bantul tidak banyak restoran besar, bahkan mall pun
tidak ada. Sebagian besar usaha kuliner masih berskala kecil. Faktor inilah yang
membuat penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 dan 2019 kurang maksimal

sehingga kurang berkontribusi.
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Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan cukup
signifikan. Hal ini dikarenakan awal tahun ini Covid — 19 mulai melanda secara
global, termasuk Kabupaten Bantul. Dikarenakan kondisi ini, pemerintah Indonesia
mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial guna mencegah penyebaran virus
Covid — 19. Kebijakan tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi
masyarakat secara umum sehingga banyak restoran mengalami penurunan omzet
bahkan berhenti beroperasi sementara. Dengan banyaknya pelaku usaha restoran
dan rumah makan yang mengalami penurunan omzet, maka pemerintah Kabupaten
Bantul memberikan keringan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama
masa pandemi. Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Ibu
Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, yang
menyatakan:

"Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian

mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan

itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel,

hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru

berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir

2019, jadi itu juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut."
Akibat dari beberapa faktor tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap PAD
menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan dari
tahun ke tahun. Kenaikan ini tidak terlepas dari mulai pulihnya sektor ekonomi
pasca pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan
sosial dan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas di sektor kuliner kembali
menggeliat. Banyak restoran yang sebelumnya sempat tutup mulai beroperasi
kembali, dan pelaku usaha baru di bidang makanan dan minuman juga mulai
bermunculan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan objek pajak dan
jumlah transaksi yang dikenai pajak restoran.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak

restoran pada periode 2018 hingga 2024 masih berada dalam kategori “sangat
kurang” dikarenakan persentasenya kurang dari 10% setiap tahunya. Meskipun
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demikian, dari sisi efektivitas penerimaan pajak restoran menunjukkan kinerja yang

sangat baik, di mana realisasi penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil

melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dkk. (2021) berjudul

‘Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro’. Dalam

penelitian tersebut, disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran tergolong sangat

kurang terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh masih

rendahnya jumlah objek pajak yang tercatat, serta belum optimalnya kepatuhan dan

pengawasan terhadap pelaku usaha restoran.

2. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
Tabel 13 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul

Realisasi pajak Kontribusi
Tahun | Realisasi PAD hotel % Kriteria

Sangat

2018 | Rp 462,653,956,229 | Rp 2,725,071,153 1% Kurang
Sangat

2019 | Rp 505,929,472,001 | Rp 3,841,960,122 1% Kurang
Sangat

2020 | Rp 479,610,812,119 | Rp 1,458,163,865 0% Kurang
Sangat

2021 | Rp 491,670,724,028 | Rp 3,300,108,108 1% Kurang
Sangat

2022 | Rp 540,572,423,372 | Rp 7,304,257,387 1% Kurang
Sangat

2023 | Rp 587,435,038,672 | Rp 9,545,901,045 2% Kurang
Sangat

2024 | Rp 638,567,864,259 | Rp 34,622,296,937 5% Kurang
Sangat

Rata - Rata 2% Kurang
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Gambar 5 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2024
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Pembahasan :

Berdasarkan data kontribusi pajak hotel dari tahun 2018 hingga 2024,
secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan meskipun
pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018
dan 2019 kontribusi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bantul cenderung relatif stabil dan tergolong sangat kurang
berkontribusi. Hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan pajak hotel berjalan
sebanding dengan peningkatan total PAD, sehingga tidak memberikan perubahan
signifikan. Selain itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan
jumlah hotel berbintang atau berskala besar di wilayah Bantul. Sebagian besar
penginapan yang beroperasi merupakan hotel non-bintang, homestay, dan usaha
akomodasi kecil yang belum seluruhnya terdaftar atau berkontribusi secara
signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, kawasan wisata utama di Bantul
cenderung didominasi oleh wisata alam dan budaya yang belum sepenuhnya
ditunjang oleh infrastruktur perhotelan yang besar. Pernyataan tersebut didukung
oleh hasil wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala
Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD
Kabupaten Bantul. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa : “Bantul
memang belum memiliki infrastruktur pendukung seperti bandara atau pusat kota

besar yang dapat menarik investor untuk membangun hotel-hotel berbintang. Hal
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ini juga disebabkan karena pemerintah daerah masih berkomitmen untuk menjaga
kelestarian alam dan mempertahankan karakter wilayah sebagai kawasan hijau
dan wisata alam.”

Tahun 2020 mencapai trend terendah atau mengalami penurunan yang sangat
signifikan. Hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan
aktivitas pariwisata dan perhotelan. Kebijakan pembatasan sosial, penutupan objek
wisata, serta menurunnya mobilitas masyarakat menyebabkan tingkat hunian hotel
turun drastis. Pada kondisi ini, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan keringan
pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa pandemi. Akibatnya,
penerimaan pajak dari sektor perhotelan juga menurun tajam dan tidak memberikan
kontribusi berarti terhadap PAD pada tahun tersebut.

Mulai tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan secara bertahap
setiap tahunnya. Setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam akibat pandemi
COVID-19, sektor perhotelan mulai kembali pulih seiring dengan membaiknya
kondisi ekonomi dan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat.
Tingkat hunian hotel mulai naik kembali, didukung oleh meningkatnya mobilitas
wisatawan domestik ke berbagai destinasi di Bantul. Tren kenaikan kontribusi ini
mencapai titik tertinggi pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya pemulihan
sektor perhotelan secara signifikan serta mulai tumbuhnya kepercayaan pelaku
usaha dalam menjalankan bisnis di bidang akomodasi. Meskipun demikian, secara
persentase kontribusinya terhadap PAD masih tergolong sangat kurang, namun arah
perkembangannya menunjukkan potensi yang positif ke depannya.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak
hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul pada periode 2018 hingga
2024 masih berada dalam kategori ‘sangat kurang’. Hal ini disebabkan oleh
rendahnya proporsi kontribusi pajak hotel yang setiap tahunnya tidak mencapai
10% dari total PAD. Meskipun terdapat tren peningkatan kontribusi pada beberapa
tahun terakhir, terutama pasca pandemi, namun secara umum kontribusinya masih

belum signifikan jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya.
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BAB YV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak
restoran serta pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Bantul periode 2018-2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak
restoran tergolong sangat efektif dengan rata-rata capaian 121,07%, karena
realisasi penerimaan selalu melampaui target tahunan. Meskipun sempat
terdampak pandemi COVID-19, efektivitasnya kembali meningkat sejak 2022
berkat pemulihan ekonomi, penyesuaian target, serta bertambahnya pelaku usaha
termasuk waralaba. Efektivitas pajak hotel juga termasuk sangat efektif dengan
rata-rata  116,61%, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam
mengelola sektor perhotelan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan
sistem pemungutan, dan pulihnya sektor pariwisata pascapandemi. Namun
demikian, kontribusi kedua jenis pajak ini terhadap PAD masih tergolong sangat
rendah. Pajak restoran hanya menyumbang rata-rata 4% dari total PAD, dan pajak
hotel sebesar 2%. Rendahnya kontribusi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan
tajam pada tahun 2020 akibat pandemi, yang menyebabkan pembatasan aktivitas,
penurunan jumlah pengunjung, serta penutupan sementara restoran dan hotel.
Meskipun terjadi tren pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, kontribusinya
secara keseluruhan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan

PAD Kabupaten Bantul.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.
Pertama, informasi yang diperoleh melalui wawancara belum sepenuhnya
mendalam dan kurang memenuhi kebutuhan data secara optimal, sehingga
beberapa aspek penting dalam analisis mungkin belum tergali secara menyeluruh.
Kedua, cakupan penelitian hanya difokuskan pada pajak restoran dan pajak hotel,
sehingga belum mencakup jenis pajak daerah lainnya yang juga berpotensi
memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Bantul, seperti pajak hiburan, pajak reklame, atau pajak parkir.
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Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya
dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan narasumber untuk
memperoleh data yang lebih rinci dan informatif. Selain itu, cakupan penelitian
sebaiknya diperluas dengan memasukkan jenis pajak daerah lainnya, seperti Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), pajak hiburan, reklame, maupun pajak parkir. Langkah ini akan
memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi berbagai

jenis pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul.
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LAMPIRAN

Gambar 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 26 JUL1 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 dan TA 2017

Gambar 8 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Audited
Kode Uraian REF Anggaran TA 2018 Realisasi 2018 Realisasi 2017 )
(Rp) (Rp) (Rp)

4 PENDAPATAN- LRA

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5110 432.545.767.309,00 462.653.956.229,75 494.179.068.471,97 106,96

4.1.1 Pajak Dacrah 5.LLLL 160.071.100.000,00 182.127.309.683,88 165.562.359.004,37 113,78

4.1.2 Retribusi Dacrah 5.1:1.12 39.146.388.042,00 46.052.620.246,00 31.575.738.483,00 117,64

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.1.1.1.3 19.652.871.722,00 19.652.871.723,03 20.130.437.131,20 100,00

4.1.4 Lain-lain PAD 5.1.1.14 213.675.407.545,00 214.821.154.576,84 276.910.533.853,40 100,54

. .
Gambar 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN G BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
Audited
Irai . Anggaran TA 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018 %

Kode Uraian REF ®p) ®p) ®Rp) (%)
4 PENDAPATAN- LRA
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1 467.159.577.19541 505.929.472.001,63 462.653.956.229,75 | 108,30
4.1.1 Pajak Daerah 51111 198.715.500.000,00 213.628.741.844,18 182.127.309.683,88 | 107,50
4.12 Retribusi Daerah 5.1.1.12 42.959.909.608,00 48.278.231.843,00 46.052.620.246,00 [ 112,38
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.1.1.1.3 21.883.803.426,19 21.945.038.058,10 19.652.871.723,03 | 100,28
4.14 Lain-lain PAD 5.0.1.14 203.600.304.161.22 222.077.460.256,35 214.821.154.576.84 |  109.08

LAMPIRANI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 Tahun 2021
TANGGAL  : 04 Agustus 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PEMDA
PER 1 JANUARI 2020 DAN 31 DESEMBER 2020
Anggaran Realisasl Realisasi
Ll Urslan 2020 2020 % 2019
: ¢ 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN - LRA
] PENDAPATAN ASLI DAERAH 420.780.615.321,87 479.610812.119,42 113,98 '505.929.472.001,63
an Pajak Daerah 175.265.482.000,00 200.626.167.667,73 | 114,56 13 626,741,844, 18
412 Retribusi Daerah 24.354.322.386,00 30.465.840.962,75 125,09 48.278.231 00
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 24.704.142.455,07 26.137.579.049.59 101,75 21.845.036.058,10
414 Lain-lain PAD yang Sah 196.456.668.480,80 223.181.204.439,35 113,60 222.077.460.256,35
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Gambar 9 Laporan Realis

si Anggaran Tahun 2021

2R LAMPIRAN| : PERATURAN DAERAH

@ TENTANG  : PERTANGGUNGUAWABAN PELAKSANAAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
¢ TAHUN ANGGARAN 2021
N NOMOR . 2Tahun2022
TANGGAL | 05 Agustus2022
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2021
No Uraian Anzg‘;g;ran Rezaélzs:si % Reza‘l,lzsoasl
1 2 3 4 s )

PENDAPATAN - LRA

i PENDAPATAN ASLI DAERAH
an Pajak Daerah 1685.612289.401,00 203.758.210.869.00 | 109,60 200.836,167.667.73
iz Retibusi Daerah 30.217.696.384.00 37.767.869.814.00 5189 30.465.840.962.75
213 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23707.166.955,00 20.053.280.560.97 8459

Laiiain PAD yang Sah 203699.824.177.00 220.091353675,13 | 117,87 223.181.204.439.35

Gambar 10 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

LAMPIRAN |

: PERATURAN BUPATI

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR  : 42 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022
Jumlah (Rp.) Lebih / (Kurang)
Kode Rekening Uraian
Pagu Anggaran Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
4 PENDAPATAN DAERAH
41 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 520.854.008.396,00 540.572.4;1.172,30 19.718.414.976,80 103,79
4101 Pajak Daerah 234.088.495.863,00 252857.438.493,70 18.768.942.630,70 108,02
4.1.02 Retribusi Daerah 49.689.640.820.00 42.178.624.886,07 (7.511.015.933,93) 84,88
41.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.707.166.955,.00 20.839.915.416,20 (2.867.251.538,80) 8791
41.04 Lain-iain PAD yang Sah 224.696.444.576,83 11327.739.818,83 105,31

Gambar 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

)

LAMPIRAN 1

NOMOR : I Tahun 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Audited
Uraian Rell Anggaran 2023 Realisasi 2023 % Realisasi 2022
(Rp) (Rp) (Rp)

PENDAPATAN - - - .

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1 - - - -
Pendapatan Pajak Dacrah 5.1.1.1.1 249.088.495.863,00) 269.918.537.186,00{ 108,36 252.857.438.493,70)
Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 43.302.138.144.00 42.382.506.560.80| 97,88 42.178.624.886,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 20.199.694.868,00) 20.515.070.732,29| 101,56 20.839.915.416,20

Dipisahkan 5.1.1.13

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.1.1.4 226.694.993.959.00] 254.618.924.193.83| 112,32 224.696.444.576.83)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH| 539.285.322.834.00 587.435.038.672.921 108.93 540.572.423.372.80
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Gambar 12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

LAMPIRAN 1 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR
TANGGAL

PEMERINTAI KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Audited
Uraian Reff Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH S0
Pendapatan Pajak Dacrah 51111 267,000,000,000.00 295,769,695,358.90 110.78 269,918,537,186.00
Pendapatan Retribusi Dacrah 51112 323,698,865,552.00 307,622,088,520.00 95.03 42,382,506,560.80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah 20,199,694,868.00 20,083,794,982.30 943 20,515,070,732.29
e 2 51113
ang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asl Dacrah yang Sah 51114 7711,526,699.00 1509228530837 | 19571 254,618,924,193.83

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 618,610,087,119.00 638.567,864,259.57 103.23 587.435,038,672.92

Gambar 13 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan TA 2017

Paak Daarah Anggaran Realisasi 2018 - Realisasi 2017
(Rp) (Rp) (Ro) |
§1.1.1.1.1 | Pajak Hotel 2.400.000.000,00 272507115300 | 113.54 1.569.261.167,00
§111.12 | Pajak Restoran 9.516.100.000,00 1220088640763 | 12821 | 8.975.258.421,00
§.1.1.1.13 | Pajak Hiburan 1.000.000.000.00 1.224474.75000 | 12245 664.967.875.00
51.1.1.1.4 | Pajak Reklame 2.000.000.000,00 2446041.98100 | 12230 | 2.196.366.698.00
51.1.1.1.5 | Pajak Penerangan Jalan 38.000.000.000,00 40.386.521630.00 | 10628 | 36.105.826.697,00
5111.16 Ep e e e 1.300.000.000,00 2.169.770.641,50 | 166,91 1.909.569.372,12
GolonganC
§.1.1.1.1.7 | Pajak Parkir 144.000.000.00 178.719292.00 | 12411 121.015.120.00
§.1.1.1.18 | Pajak Ar Tanah 610.000.000.00 72905371400 | 119,52 638.031.158.00
51.1.1.1.9 | Pajak Sarang Buning Walet 1000.000.00 1.600.000,00 | 160,00 | 1.500.000.00
51.1.1.1.10 | PBB Perdesaan dan Perkotaan 38.000.000.000.00 39327.997.07000 | 10332 | 36.517.914.632.00
§1.1.1.111 | BPHTB 67.100.000.000.00 80737.17304475 | 12032 | 76862647.864.25
Jumlah jak daerah 160.071.100.000,00 182.127.300.683,88 | 113,78 | 165.562.359.004,37
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Gambar 14 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Dacrah TA 2019 dan TA

2018
Anggaran H H
Pajak Daerah nge: Realisasi 2019 % Realisasi 2018
(Rp) (Rp) (Rp)
S1.11. 1.1 Pajak Hotel 3.500.000.000,00 3.841.960.122.00 | 109.77 2.725.071.153,00
5.1.1.1. 1.2 | Pajak Restoran 12.000.000.000,00 15.137.093.141,00 | 126,14 12.200.886.407.63
5.1.1.1. 1.3 | Pajak Hiburan 700.000.000,00 811.374242.80 | 11591 1.224 474 750,00
5.1.1.1.1.4 | Pajak Reklame 1.800.000.000.00 2314.177.264.00 | 128,57 2.446.041.981,00
S1L11LS Pajak 43.100.000.000,00 4398734064300 | 102,06 40.386.521.630,00
Penerangan Jalan

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

50

Pajak
Pengambilan
STAL IS | poron Galins 600.000.000,00 94367395400 | 15728 |  2.169.770.641,50
Golongan C
5.1.1.1.1.7 | Pajak Parkir 180.000.000.00 237.965.761,00 | 13220 178.719.292,00
5111 1.8 | Pajak Air Tanah 600.000.000.00 743.337.273.00 | 123,89 729 053.714,00
Pajak Sarang
Sy | s 500.000.00 1.400.000,00 | 280,00 1.600.000,00
2 PBB Perdesaan
Siaio [t 51.200.000.00000 | 54.785.787.180,00 | 107,00 | 39,327.997.070,00
5111 111 | BPHTB $5.035.000.00000 | 9082463226338 | 10681 | 80737.173.044.75
Jintiak pondaputen pajak 198.715.500.000,00 | 213.628.741.844,18 | 107,50 | 182.127.309.683,38

daerah
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Gambar 15 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Tabel: 5.1.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

TA 2020 dan TA 2019
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Pajak Daerah %
i ®p) (Rp) ®p)
511111 | Pajak Hotel 126120000000 | 145816386500 | 11562 | 3841 960122,00
511112 | Pajak Restoran 670000000000 | 920721423478 | 13742 | 15.137.093 141,00
511113 | Pajak Hiburan 254,700 000,00 263.763.420,00 | 103,56 81137424280
511114 | Pajak Reklame 180000000000 | 221396290300 | 12300 | 231417726400
HLAEES f:l’:: Pencrangan | 4345000000000 | 4442608505500 | 10225 | 4398733064300
511116 | Pajak
Pengambilan c
e 400000.000,00 750 864 250,00 | 187,72 943.673.954,00
Golongan C
511117 | Pajak Parkir 66 800 000,00 81.259.663.00 | 12165 237,965 761,00
511118 | Pajak Air Tanah 520 000.000,00 650.908.528.00 | 125,17 74333727300
FEELLE [PaakSumg 1.000 000,00 1.450.000,00 | 145,00 1400 000,00
Burung Walet
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 34
J5T3  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
i ! Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Pajak Daerah %
ok Dae (Rp) (Rp) (Rp)
S-1LLLLIO | PBD Perdessan 5265000000000 | 56328043 101,00 | 10699 | 54 785 787.180,00
dan Perkotaan
SLLLLII | BPHTB 68 161.78200000 | 8544447264795 | 12536 | 9082463226338
Sias ":;‘::"’:"' Pk | 195.265.482.000,00 | 200.826.187.667.73 | 11458 | 213.628.741844.18
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Gambar 16 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untus tahun-tahun yang berakhe paca tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
PEMERN AR DAERAN KABUPATEN BANTUL

Untuk Tabwin Anggarun 2001 Tununsn CGant Kerugion Doevah ( TGR) duanggarhan sbessr Rpio S0 00 (0 teresbnans sebesar Rp |15 910 €33 0 atme mencaper £24 18% Readran eraetnn merupabaon bevugun daovah hand sadit dan suditor miemal den

ehernal
Rewlonans wntih porer st Tuntutan Cantt Kerapan Diserah (TOR ) Tahun Anggaran 200 | shessr Rpl 16 90 611 42 mengpaloms prnseghaten sctwser 48 20 dan Tabum Anggan 2020 sbesar Rp 0 443 416 00 Larovs tondah Lonont alas hevugaian

daerah whun-tahun weh

ANGGARAN 221 (Rpt REALISASI 2020 Ryt e REALISAS 2000 Ry
. 90T RIT e ARS 471 183 (0

m___:.- ?uii?l

daerah vang herasal dan penenimaan denda keseriambaran pembayvaran pajak daerah vang melchin mas | 2ub lempomy 2.
Ill].ll-l-lii'!uﬁ_I-‘Su_q-:n&'ilit—a{'u 210 sebesr Rp24 SU 61 0
Adupun nncun dends passk daerah Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 deput duradan sehaga herdks

ANGGARAN 221 .ﬂ REALINAS 2021 .Ih “~ REALISAM 2000 (Rt

aal) 5% (8}

Jeman Denda Pajak Doerah
SELINAST  Payak Hosel

Pendapetan Denda Paak Hesel NTws im0
Pendagpatan Denda Pajak Rumah Kos dengan jumish 107 300
Kamar Lebit dan 10 (Sepulub) =i
SEILI462  Paak Reworan J0MENm
Pendapatin Derda Pa sk Restoran dan Sejenim a Wl
figfbifi 1668 5900
Pendapatan Denda Paah Warung Jon Socmena A 80 0
Pendapatan Jasa Boga Kasering dan Sejermsma 49T
SEELIA6D  Pak Muburan LK 192 00
Pendapatan Denda Paak Pt Prat. Refleku. Mands 15318000
Uap'Spa. dan Pusat Kebugaran (Fumess Comer | ’
SLL11464  Paak Reklame U 2w
Pornlapatan Dendds Pojak Rk lase Papuy 20712 v i
Billboard ¥ dectron Megatron
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kan TS K80 0
Pondapaton Denda Pash Keklame Mekehas Niber AR m
SI1I1465  Pak Pengembolian Baban Galian Golongaa C bR THY 148 830 0
S1110488 Pask Pake 1YW W20 0
SEELIA6T  Pask Ax Bavah Tansh I Rw Se2 201 0
LR I oS4 718 M 0

SEILLA6S  Paak PUBFY
SEELIA8S  Denda Pelunpabam M SUIRm
[

Jomisd - SN -
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Gambar 17 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Pendapatan Asli Dacrah Tahuan Anggaran 2022 sebesar RpS40.572.419.372,80 atau mencapai 103,79% dari anggaran sebesar Rp520.854.008.396,00 dan mengalami kenaikan 9,05% atau schesar
Rp48.901.685.344,71 dari realisasi Tahun Anggaran 2021.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Dacrah Tahun Anggaran 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

SLLLI

Pajak Dacrah

Pemungutan Pajak Dacrah Kabupaten Bantul berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Dacrah sebagimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Peubahan atas Perda Nomor 8
tahun 2010 tentang Pajak Dacrah.

Pajak Dacrah merupakan Pendapatan Asli Dacrah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Dacrah (Perda). Pajak Daerah

Pengampu Pajak Dacrah dikelola oleh BPKAD.

Rincian atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Dacrah Tahun 2022 sebagai berikut ;

Kabupaten Bantul dipungut dengan azas Sclf Assessment dan Official Assesment.

5.1.1.1.1 Pendapatan atas Pajak Daerah terdiri atas: ANGGARAN 2022 (Rp) | REALISASI 2022 (Rp) % REALISAS! 2021 (Rp)
5.1.1.1.1.1 Pajak hotel 6.000.000.000,00 7.304.257.386.70 121.74 3.300.108.108.00
5.1.1,1.1.2 Pajak restoran 19.000.000.000.00 22.867.157.537.60 120.35 14.669.779.105.00
5.0.1.1.1.3 Pajak hiburan 625.000.000,00 582.618.635.00 93.22 93.439.261.00
S.1.1.1.1.4 5:.% reklame 2.900.000.000.00 3,298.139.214.00 113,73 2.339.851.704.00 |
511115 Pajak pencrangan jalan 5§2.700.000.000.00 53.818.957.841.00 102,12 46.211.500.409.00
5.1.1.1.1.6 Pajak Mincral Bukan Logam dan Batuan 292.000.000.00 296.414.530.00 10151 701.644.360.00
5.1.1.1.1.7 Pajak parkir 201.000.000,00 227.778.698.00 113.32 198.085.405.00
51.1.1.1.8 Pajak Air Tanah 1.070.000.000,00 1.217.776.430.00 113.81 961.735.389.00
51.1.1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet 1.500.000.00 1.500.000.00 100.00 1.550.000,00
5111110 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan §7.125.000.000,00 59.023.884.065.00 03.32 56,584.872.655.00
S1LLLII Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 94.173.995.863.00 104.218.954.156.40 10,67 78.695.644.573.00
Jumlah 234.088.495.863,00 252.857.438.493.70 108,02 203.758.210.969,00

— iamsann sns s NN

62




Gambar 18 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023

[ [Jemis Denda Pajak Dacrah ANGGARAN 2023 (Rp) REALISASI 2023 (Rp) % REALISASI 2022 (Rp)
5111478 Pajak Hotel
| Pendapatan Denda Pasak Hotel | 4.739 378.00) - 2519 416,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tzhun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

[ |Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dan 10 (Sepuluh) 123 560.00 - 91 800.00
ALLL4T72 Pajak Restoran
Denda Pajak Restoran dan Scpenisnva 5 459 495.00 - 9 154 749,00
P Denda Pajak Rumah Makan dan Sejemismva £ 947 330.00 -} 1629217700
Pendapatan Denda Pajak Wanung dan Seyenisnyva 383 288.00 - 255 140,00
‘Eiggrﬁi 2124400
5111473 Pajak Hiburan
Pendapatan Denda Pajak Pacuan huda, hendaraan Bermotor, dan Pormainan hctanghasan - 13 650,00
T TIens Pajak At PTjat RETIERsT, VoA U Spa o PuaT KTl a T iness] 292000 = 380000
[Center)
S1.1.14.74 Pajak Reklame
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ 14 470 $07.00 3 8493 975,00
Pend Denda Pajak Reklame Kam £ 640,00 - 218 160.00
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat'Stuker 223 000.00 -
SLLLATS Pajak Bahan Galan Gok C E -] 4202 800,00
SLL1LATE Pajak Parkyr 3537813.00 | %3 731.00
SLL1ATT Pajak Awr Bawah Tanah 1374 586,00 - 240 596,00
SLL1I4ATS Pajak PBBP2 5 268 052 242,00 -] 2778 935.198 00
SLLLATY Denda P PBB - -
| Jumlah 5301.325359,00 2.520.827.438,00
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Gambar 19 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024

Rincian atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Dacrah Tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

[5.1.1.0.1 [Pendapatan atas Pajak Daerah terdri atas: ANGGARAN 2024 (Rp) REALISASI 2024 (Rp) % Realisasi 2023(Rp)
_m._ RAAR! Pajak hotel 3513.778.000.00 3.513.777.072.00 100,00 9.545.901.045.00
5.1.1.1.1.1.1 Pajak Hotol 3507032 000,001 3 506 000 433 00} 99,97 9.511.470.084.00
5.1.1.1.1.12 Pajak Rumah Kos dengan Jumiah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 6.746.000.00 7.776.639.00 115,28 34.430.961.00
5.1.1.1.12 Pajak restoran 11.344.928.000.00 11.646.826.243.70 102,66 31.135.851.736.00
5110121 Pajak Restoran dan Seienisnya 2.835.240.000.00 3,039.735.818,00 107.21 8.292.503.236.00
5.1.1.1.1.22 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 6.415.000.000.00 6.519.462.192.00 101.63 12.467.892.963,00
5.1.1.1.123 Pajak Warung dan Sej 34.437.000.00 38.502.400.00 111.81 10.245.262.937,00
5.1.1.1.1.24 Pajak Jasa BogaKalering dan Sejenisoya 2,060.251 000.00 2.049.125 833,70 9946 130.192.600.00
5.11.1.1.3 Pajak hiburan 193.249.000.00 205.131.613.00 106,15 985.113.818.00
5.1.1.1.13.1 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tan/ Busana 449.984.227,00
5.1.1.1.1.32 Pajak Pameran 44.000.000.00 44,000 000.00 100,00 195.499.000.00
_m._.ﬂ._._.ﬁ Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan B dan Permainan Ketang 117.718.000.00 129.548.488.00 110,05 308.216.841.00
5111134 Pajak Panti Piiat. Refleks:. Mandi UapSpa dan Pusat Kebugaran (Fitness Conter) 31.531 000,00 31,583 125,00 100.17 20.813.750,00
5.1.1.1.1.35 Pajak Pertandingan Olahraga 10.600.000,00
5.1.1.1.14 Pajak reklame 2.750.000 000,00 3.048.215.785.80 110,84 3.711.605.801.00
5100141 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videatrery Megatron 2.097.773.058.00 2.384.372.953.00 113.66 2.829.625.841.00
5.1.1.1.142 Pajak Reklame Kain 200.0€0.000.00 240.571.666.00 120,29 286.879.266.00
51111413 Dninl Dallamn §lalabat Cbilar AEn onn Ann AR Ane naa nnaon 9357 £74 Q54 73R ON
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Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

@

BERLAKU D SAWEA ,"nf:!'")&? e

SHAFIRA Nu:
2022125808

24 JAM - BNI CALL 1500046

¢l A NS

1 Kartu ini milik PT Bank Negara indonesia (Persero) Thk dan apabils ditemukan,
harap dikembalikan kepads BNL.

2. Kartu ini tidsk dapet dipindahtangenkan.

3. Penggunsen kantu ini distur dan tunduk pada ketentusn yeng beriaku di BNL
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DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)

SEMESTER GENAP TA 2024/2025

Dosen pembimbing  : Supardi, S.E., M.Sc.
Nama Mahasiswa : Shafira Nuraini
Nomor Mahasiswa  : 2022125808
Tempat PKL : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul
W Hari Tanggal Materi Bimbingan Td. Tangan
° z Mahasiswa
| | Senin 10 Maret [Penjelasan pengerjaan Laporan PKL
2025 erta pemaparan tata tertib dan sopan %
antun saat melaksanakan PKL
untuk menjaga nama baik
kampus. \
2 | Jumat 17 Maret [Membahas dan merevisi isi bab |
2025
3 [ Jumat 16 April |Acc bab I dan penjelasan mengenai f
2025 apa saja isi yang akan dibahas pada
bab 11
4 | Senin 8 Mei [Membahas dan merevisi isi bab Il
2025
5 | Kamis | 15Mei [Acc bab Il dan membahas metode
2025 enelitin
6 | Kamis | 23 Mei  [Membahas dan merevisi bab 111
2025
7 | Kamis | 5 Juni Acc bab 111 dan membahas poin poin
2025 enting bab IV dan V :
8 | Senin 14 Juli  |AccbabIVdanV dan cek plagiat
2025 -
9 [Senin | 28 Juli  Mengumpulkan draf Tugas Akhir
2025

Dosen Pembimbing.

Supardi, $ E. M.Sc.

wakil Direktur Bidang Akademik,

Nung Harjanto. Dr.S.E.MAAC.AK..CA
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Yoyasan hebawg a b Hep wa Yoyl wt s

Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sokr.IV2025 05 Fobruarl 2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL

Lamp : 1 Lembar folokopl karlu mahasiswa

Kepada : Ylh. Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Dacrah Kabupaten Bantul
JI. Martadinata, Kurahan, Banlul, Kec. Banlul, Kab.

Bantul

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan kompetens! praktik mahasiswa Politeknik YKPN,

kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja
Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir
(TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan
PKL dimulal fanggal 03 Marel 2025 sampal dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kaml mengajukan permohenan
Magang atau Praklik Kerja Lapangan (PKL) sertta pengumpulan informasi
tenlang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai
dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir

bagi mahasiswa sebagal berikul:

No.| No.Mhs [Nama No.HP

1 |2022125810|VINCENSIUS JEFFRY KRISTIANTORO -087734852733:

2 |2022125808|SHAFIRA NURAINI 089653332424

Alas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

-
et

AR 'T./f
ﬁp f*Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

DN# 0524126102

Kampus:

Jolan Gagak Rimang No 24, Ratapan, Yogystaris

Telp. : [0274) 563316, 360159, $26317 Fau : (0274) 541591

£ mall poltebybpa@poltebybpn acid | Website poltebylpn ac W



\ PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

\\ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Y1 &mmmwn@qmzm@ﬁgmwm@&num&n&qmagaw?
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711
Email : bpkpad@bantulkab.go.id Website http://www.bpkpad.bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/400.14.5.4/01493/Sekret/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Istirul Widilastuti, SIP, MPA

NIP : 19750325 199603 2 003

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk. I, IV/b

Jabatan : Pit. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SHAFIRA NURAINI

NIM ;202212508

Jurusan : D3 Akuntansi

Nama Lembaga : Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Diterima dan telah melaksanakan Magang Kerja / Praktik Kerja Lapangan di
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan
tanggal 03 Maret s/d 03 Juli 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bantul, 2 Juli 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH,

;_::ﬁ{;%q
5%
ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197503251996032003

Balai e Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
:f":g‘::“l: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah®
« Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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